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Hukum  pada  hakikatnyamerupakanserangkaianperaturan

yang  disusun  oleh  badan  atau  Lembaga  yang

diberikankewenanganuntukitu  dan

dapatberbentuktertulismaupuntidaktertulis  yang

mengikatsetiapsubjekhukumbaikdenganhukumansanksimaupunt

anpahukumansanksi.  Sebagai  negara  hukum  (Rechstaat)

sebagaimanatertuangtegas pada Pasal 1 Ayat 3 UndangUndang

Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,

sudahseharusnyasupremasihukumberdiritegaksebagai  pilar

dalammewujudkankepastianhukumsehinggadapattercapainyakea

dilan  dan  kemanfaatanhukumbagimasyarakatsecaraluas.  Di

dalamkonstitusi  UUD  NRI  1945  secarategas  juga

mendasarkankedudukan  yang  samabagisetiapwarga  negara  di

hadapanhukumtanpapandangderajatapapunatau  di

matahukumsetiap  orang

memilikikedudukanseimbangatauseringdikenaldenganistilah

“equality before of the law”.

SebagaimanaketentuanPasal  340  KUHP  bahwa:

Barangsiapadengansengaja  dan

denganrencanaterlebihdahulumerampasnyawa  orang  lain,

diancamkarenapembunuhandenganrencana,

denganpidanamatiataupidanapenjaraseumurhidupatauselamawa
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ktutertentu,  paling  lama  dua

puluhtahun.Secaramendasarbahwaseharusnyahakuntukmengam

bilnyawasetiap  yang  hidupadalahTuhan  Yang

MahaEsasebagaipenciptamanusia,

sehinggasudahjelaskedudukanantaramanusiadenganmanusia

yang  lain  adalahsederajatsebagaimakhlukTuhan  yang

tidakmemilikikekhususanuntukmelakukanperampasannyawasese

orang.

Namunkondisiberbedaadalahketikakehidupanbermasyarakatberk

embangsecarapesatdenganpengaruhglobalisasi dan modernisasi

yang begitucepatmembuatgayahidupbermasyarakat di Indonesia

berubahbegitudrastis,

segalakepentinganindividudenganmeletakkanhakasasiseolah-

olahharusmenerjanghakasasiterhadap  orang

lain.Kondisitersebutsepertihalnyaterjadi  pada

kasuspembunuhanterhadapsesamaanggotaKepolisianRepublik

Indonesia  yang  membawanamaIrjen  Pol.  Ferdy  Sambo  dan

kawan-kawansebagaiotakpembunuhanterhadaprekanseprofesi

yang

merupakanajudannyayaituBrigadirNofriansyahYoshuaHutabarat,

yang  mana

diketahuisecaraumumkejadiantersebutterjadisekitarpertengahan

tahun 2022  yang sangat  menghebohkanpublik  Indonesia  yang

awalnyasempatdiskenariokanterjadinyabakutembak  pada

rumahdinasantaraFerdy  Sambo

dkkdenganbrigadirYoshuadengandasaradanyadugaan  Tindakan

asusila  yang  dilakukan  oleh  BrogadirYoshuaterhadapistri  Fredy

Sambo  yaitu  Putri  Chandrawati  pada  saatberkunjung  di

KabupatenMagelang, ProvinsiJawa Tengah.
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Kemudiankonsidiberubahsecaradrastis,  yang  mana

ketikapublikdihebohkandenganadanyabakutembakdalamsetiapp

emberitaannasionalternyatamunculketeranganberbedadari  salah

satuterdugapelakupembunuhanberencanaterhadapBrigadirYoshu

ayaituBharadaEliezher,  Satu  di  antaraPelaku  yang

terlibatterhadappembunuhantersebutmemberikanketeranganter

pisah  dan

berbedaterhadapkronologisperistiwatersebutsehinggamembawat

abirkegelapankasustersebutmenjaditerangbagipenyidikkepolisian

republik  Indonesia.  Pada

akhirnyadugaankasuspembunuhanberencanatersebutdinyatakanl

engkap dan dilakukantahapanpelimpahantahap 1 dan tahap 2,

sehinggadinyatakanlengkap  oleh  Kejaksaan  (P21),

berkaskemudianditelitiuntukdisusunsuratdakwaan  dan

pelimpahankepadaPengadilan  Negeri  Jakarta

Selatanuntukdilakukanpemeriksaanpersidangan.

Serangkaian  poses

persidanganberjalancukupsulitmengingatterdapatketerangan-

keterangandari  para terdakwa yang seolah-olahmenutupi  demi

terangnyakasustersebut,

denganmengakuiskenariotembakmenembakadalahinisiasiIrjenFer

dy Sambo untukmenghilangkanperistiwapembunuhanberencana.

NamuntidakuntukTerdakwaBharada Richard Eliezer yang sejak di

tingkatpenyidikansampaidenganpemeriksaanpersidangandi

mana  Bharada  Eliezer  memberikanketeranganberbeda  dan

memilikikecenderunganuntukmemberikanketerangan  yang

konkritmeskipun  yang

bersangkutanterlibatdalamrangkaianpembunuhantersebut,

sehinggadengankondisitersebutBharada  Eliezer

dinyatakansebagaiJustice  Collaborator (JC)  yang
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dalamhukumpidanaseringditemuidalamperkaratindakpidanakoru

psi,  dengankonsepkooperatifterbukadengan  apparat

penegakhukumuntukmembukatabirperistiwakejahatanmenjaditer

buka dan terangbenerang demi keadilan yang seadil-adilnya.

Dalampemeriksaanperkarasebagaimanaputusanpengadilan

negeri  Jakarta  selatannomor:  798/Pid.B/2022/PN.Jkt.SelBharada

Eliezer secaramengejutkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa,

mengadili,  dan

memutusperkaratersebutdenganhukumanpidanapenjaraselama

1  tahun  6  bulan  (18  bulan)  sangat

jauhdarituntutanJaksaPenuntutUmumyaitu12

tahunpidanapenjara,  yang  mana  oleh

sebagianbesarkalanganmasyarakat  dan

praktisihukummerupakanterobosanluarbiasadenganpertimbanga

n  yang  sangat  cermat  dan  bermutudalaminstitusiperadilan  di

Indonesia.

Mendalamiterhadapputusantersebutterdapatpertimbangan  yang

menjadipoinutamaterhadapputusanBharada  Eliezer,  di

antaranyaadalah:

1. Justice Collaborator

SeandainyatanpaadanyaBharada  Eliezer  sebagaisaksipelaku

yang  bekerjasama  (JC)

mungkintampakmustahilkasussebesarini  yang

melibatkanpetinggiPolriakanterungkapsecarajelas,

mengingathaltersebutsering  di  jumpai  di  Lembaga  peradilan

Indonesia  (sudahmenjadirahasiaumum),  sehinggaMajelis

Hakim  betul-betulmempertimbangkankontribusiinformasi  dan

segalaketerangan  yang  dibutuhkan  oleh  majelis  hakim

sebelummenjatuhkanputusan yang adil.

2. Bersikapsopan di Persidangan
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Institusiperadilandapatdiibaratkanadalahtempatkeramatbagi

para  pencarikeadilan,

sehinggadengansegalakekeramatannyasiapapunharustunduk

dan  taatterhadapsegalaaturanpersidangan.  Manakalapihak

yang  terlibatdalamsuatuperkarapidanasepertiBharadaEliezher,

hakim selakupengadiltentutidaksemata-matamelihatperbuatan

yang  telahdilakukandengansegalaakibathukumnya,

namunlebihdariitu  juga

mempertimbangkansikapterdakwaselamapersidangan  yang

dapatdinilaisebagaiaspekpemberatataupun yang meringankan.

3. Belum pernahDihukum/Dipidana

Dalam  Lembaga  peradilansudahtentu  hakim  yang

memeriksaperkaraakanmelihatkondisiterdakwasecaraperbuata

n di  masa lampau,  atauperbuatan yang justrudilakukan  dan

pernahmendapatkanputusanpengadilanberkekuatanhukumtet

ap.  NamunmengingatTerdakwaadalahwarga  negara  yang

belumpernahberhadapandenganhukummakainimenjadi  salah

satupertimbanganpenting oleh hakim.

4. Terdakwamasihmuda  dan

diharapkanmampumemperbaikiperbuatannya di kemudianhari

Kondisiusia  yang  masihterbilangmudayaitu  24

tahuntentumasihmemilikiharapan  masa  depan  yang  luas,

sehinggamasihmemungkinkanbanyakkesempatan  yang

akandiberikanuntukkebaikan di masa depan.

5. Penyesalanatasperbuatannya

Dalamperadilantidaksemuapelakupidanamenyesaliperbuatan

yang  telahdilakukan,

namundenganpenyesalanbesaratasperbuatannyaapalagiperbu

atantersebutdilakukanatasdasartekanandaripimpinan/

atasandalaminstitusi.  Hal
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initentunyamemilikipoinpenilaiantersendiri  oleh majelis  hakim

sehinggamemberikanpertimbanganberbedadenganterdakwalai

nnya  yang  seolah-olahtanpa  rasa

bersalahatasperbuatanmenghilangkannyawa orang lain.

6. Keluarga korban telahmemaafkanperbuatannya

Meskipunkehilangan  orang  tersayangadalahperistiwa  yang

tidakmudahdilupakan,  apalagidilakukandengancara  yang

tidakwajarsudahbarangtentukeluargatidakmudahmemberikan

maafnya, namun lain dengan Eliezer yang dianggap dan dinilai

oleh  hakim

sebagaiterdakwadenganetikabaiknyamemintadengantulusmaa

fatasperbuatannya  dan  dengansebagai  Justice  Collaborator

keluarga  sangat

terbantudenganterpecahnyaperistiwainidengantuntas  dan

impas,  sehinggakeluargaalmarhum  brigadier  Joshua

memberikanmaafnyakepadabharada Eliezer.

Kondisidemikiandalam  Lembaga

peradilandikenaldenganadanyaistilahJudicial  Activism.  Makna

Judicial  Activism

merupakansebuahkebijaksanaanlembagayudisial  yang

terlahirakibatkompleksitaspermasalahan yang harusdiselesaikan

oleh  pengadilantanpaadanyahukum  (dalam  arti  formal)  yang

memadai.   Judicial  Activism

menghendakipengadilanuntukmemastikankeadilanbenar-

benardapatdigapaisetiapwarga  negara.

Pandanganinimenolakgagasantradisionaltentangfungsikekuasaan

kehakiman  yang  sebatashanyamenafsirkanhukum  yang

dianggapseringkalitidakmenyelesaikanmasalah.

Penolakanterhadapgagasantradisional  yang
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konservatifmengenaifungsipengadilaninimenjadikan  hakim

denganpandangandemikiandisebutsebagai Judges Activist.1

Konteksputusandalam  Lembaga  peradilansepertiini  yang

harusselalu  di  kedepankan,  karena  pada

dasarnyadalamhukumpidanaadalahasas  yang  dinamakanactus

reus danmens rea,  yang artinyaadalahActus reus disebut juga

denganunsureksternalatauunsurobjektifdarisuatukejahatan,

istilahlainyayaitu "perbuatanbersalah", yang ketikadibuktikan di

depanpengadilantanpakeraguandalamkombinasidengansikapjah

at  (mens  rea)

dapatmenghasilkanpertanggungjawabanpidana.2Kejahatanmerup

akan  salah  satubentukperilakumenyimpangyang  selaluada  dan

melekat pada setiapbentukmasyarakat, dan tidakadamasyarakat

yang  bebasdarikejahatan.

Pencegahankejahatanbekerjadenganbaikketikakebijakankeadilan

sosial  yang  tepatdigunakandalamproses

pencegahankejahatanTidakadakejahatan,  besarataukecil,

tanpapikiranjahat  (mensrea).  Dengan  kata  lain,

hukumanadalahurutankejahatan.  Baikdalamspekulasifilosofis,

maupundalam agama atausentimen moral, akankahsetiap orang

di

segalausiamengizinkanbahwaseorangpriaharusdianggapbersalah

kecualipikirannyabegitu.  Oleh  karenaitu,

iniadalahprinsipdarisistemhukumkita,  sepertimungkinsatusama

lain,  bahwainti  darisuatupelanggaranadalahniat  yang  salah

1 Dimas Fandikha Satria, S.H., 2018, Konsep Judicial Activism Mahkamah
Agung  SebagaiAlternatifKetidak-BerdayaanPeraturanPerundang-Undangan  Di
Indonesia,Universitas  Muhammadiyah  Malang,
https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages /artikel-tentang-hukum.html diakses pada
tanggal 29 Maret 2023

2 Rupert Cross & Philip Asterley Jones,  An Introduction to Criminal Law,
Rupert Cross Philip Asterley Jones, 1968, hal. 32
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(mens  rea),

yangtanpanyapelanggaranitutidakdapatdilakukanada.

Profesi  Hakim

sebagaimanaketentuandalamUndangUndangNomor  48  Tahun

2009

tentangKekuasaanKehakimanmerupakanprofesimuliasebagai

wakil

tuhandalammenjatuhkanhukumanatautidakterhadapterdakwa

yang  dituntut  oleh  penuntutumumatasperbuatanpidana  yang

dilakukandenganfakta-faktapersidangan  yang

terungkapdalamjalannyapersidangan.Apabilamengutipteorijudici

al  activism pada  putusankasuspidanaNomor:

798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel  yang  mana  hakim

memutuskanpidanapenjaraselama  1  tahun  6

bulandarituntutanjaksapenuntutumumsemula  12

tahundenganmendasarkanketerlibatanperbuatanpembunuhanber

encanasebagaimanaketentuanPasal  340  KUHP,  yaitu:

“Barangsiapadengansengaja  dan

denganrencanaterlebihdahulumerampasnyawa  orang  lain,

diancamkarenapembunuhandenganrencana,

denganpidanamatiataupidanapenjaraseumurhidupatausela

mawaktutertentu, paling lama dua puluhtahun”.

Dalamkonsep  judicial  activism  hakim

peradilansetidaknyamemilikikeyakinanbahwamemutusperkaratid

akselaluharusmendasarkanaturannormatifdalamperundang-

undangan  yang  ada,  melainkannilai-nilaiapa  yang  dapatdigali

oleh  hakim  dengansegalaintegritas  dan

independensisertakeilmuan  yang  dimiliki  oleh  majelis  hakim

yang  memeriksamemutuskanuntukmenjatuhkanputusan  di

luarekspektasiperundang-undanganmengingatadahal  dan
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perbuatankooperatif  yang  ditunjukkan  oleh  bharada  Eliezer

sehinggaperkarapembuhuantersebutmenjadi  sangat  terang.

Seolah-olahterdapatkeyakinan  hakim  yang

harusdiganjardenganhukuman  yang  berbedaketikabharada

Eliezer  memberikanketerangan-

keterangansehinggafaktapersidanganmenjadi  sangat

mudahdipahami oleh hakim sehinggadengankeyakinannya demi

keadilanberdasarkanketuhanan  yang

mahaesamenjatuhkanputusanpidanapenjaraselama  1  tahun  6

bulanterhadapbharadaeliezher.Ketegasan-

ketegasansetiapaparatur  Lembaga  peradilansepertidemikianlah

yang  dibutuhkan  demi  tegaknyakeadilan,

denganmengesampingkannormasebagaimanaPasal  340  KUHP

denganbertindaksebagaisaksipelaku yang bekerjasama “Justuce

Collaborator  (JC)  majelis  hakim  menjadikanprinsipJudicial

Activism terrepresentasidalamperkarapengadilan negeri Jakarta

selatanNomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
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